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P   U  T  U  S  A  N

Nomor 328/Pdt.G/2016/PA.TR

  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara :

Penggugat,  tempat  tanggal  lahir :  Nunukan,  27  April  1990,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat

tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;

melawan 

Tergugat,  tempat  tanggal  lahir  :  Banyuwangi,  6  Juli  1979   agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Buruh  Bangunan,  terakhir

bertempat tinggal di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara,

namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas

dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

          Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23

Agustus  2016 yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tanjung

Redeb dengan Nomor  328/Pdt.G/2016/PA.TR, pada tanggal  23 Agustus  2016

dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah

di  Kecamatan Tanjung Palas,  Kabupaten Bulungan pada tanggal  20  April

2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/07/VI/08, yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanjung  Palas,

Kabupaten Bulungan, tanggal 04 Juni 2008;
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2. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dengan  Tergugat  kumpul  baik

sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat di

Desa Long Beluah, RT.X, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan

kemudian tinggal di rumah saudara Tergugat di Kabupaten Malinau;

3. Bahwa dari  pernikahan tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai

dua orang anak,anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  dan  terjadi  pertengkaran  yang

disebabkan : 

 - Masalah  ekonomi,  penghasilan  Tergugat  tidak  mencukupi  kebutuhan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saat disarankan Penggugat

agar Tergugat mencari pekerjaan lain, Tergugat selalu beralasan macam-

macam;

 - Jika  terjadi  pertengkaran,  Tergugat  selalu  mengancam  ingin  memukul

Penggugat, hal itu membuat Penggugat trauma;

5. Bahwa  terjadi  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pada  bulan

Nopember 2015 karena masalah ekonomi seperti  tersebut di atas. Akibat

pertengkaran  tersebut,  Penggugat  sempat  pulang  ke  rumah  orang tua

Penggugat  selama 1  bulan  hingga  kemudian  kembali  lagi  ke  Kabupaten

Malinau;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

terjadi pada bulan Desember  2015 di Kabupaten Malinau karena masalah

anak. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat mengantar Penggugat pulang

ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bulungan;

7. Bahwa sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah tempat tinggal  dan tidak kumpul  layaknya suami isteri  selama 8

bulan dan selama itu pula Tergugat tidak ada mengajak rukun kembali serta

memberi nafkah wajib pada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun

dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan

Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq.
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Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  kiranya  berkenan

untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai

berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sugra  dari  Tergugat,  Tergugat  terhadap

Penggugat, Penggugat;

3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang

berlaku;

Subsider  :  Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  seadil-

adilnya;

Menimbang  bahwa pada hari  sidang  yang telah  ditentukan Penggugat

telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk

datang menghadap di  persidangan walaupun menurut  berita  acara panggilan

yang  dibuat  oleh  Jurusita  Pengadilan  Agama  Tanjung  Redeb  Nomor

328/Pdt.G/2016/PA.TR,  pada  tanggal  06  Oktober  2016  dan  tanggal  07

Nopember 2016, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media

massa  (Radio  Al-Hikmah  Kabupaten  Berau) maupun  melalui  papan

pengumuman  Pengadilan  Agama  Tanjung  Redeb, dan  tidak  ternyata

ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati

Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan

tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang  bahwa  kemudian  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dalam

persidangan  yang  tertutup  untuk  umum  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat  yang  ternyata  isi  dan  maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;
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Menimbang  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalilnya  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi  Buku  Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/07/VI/08, yang dikeluarkan

oleh  PPN  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanjung  Palas,  Kabupaten

Bulungan, pada  tanggal  04  Juni  2008,  telah  bermeterai  cukup  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya,  ternyata  sesuai  dengan  aslinya,  kemudian

diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

karena saksi adalah tante (bibi) Penggugat; 

- Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami-isteri;

- Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Palas

Kabupaten Bulungan;

- Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat

telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa saksi  mengetahui  rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah pisah

tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Penggugat tinggal sendiri

di rumah majikan Penggugat di Jalan Pulau Panjang, sedangkan Tergugat

tidak pernah datang menemui Penggugat,  dan Tergugat tidak diketahui

lagi keberadaannya yang jelas;

Menimbang  bahwa  setelah  pemeriksaan  saksi  tersebut,  Penggugat

menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan saksi lain di persidangan untuk

menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim

secara ex-officio memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah
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supletoir, sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan dalam persidangan

terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum memutus pokok perkara;

- Memerintahkan  kepada  Penggugat  untuk

mengucapkan  sumpah  supletoir  (sumpah  pelengkap)  dalam  persidangan

yang berbunyi : 

“Bismillahirrahmanirrahim,  Wallahi,  Demi  Allah,  saya  bersumpah  bahwa

semua  dalil  dalam  gugatan  saya dan  apa  yang  saya  kemukakan  dalam

persidangan adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya;

- Menangguhkan  biaya  perkara  ini  hingga  putusan

akhir;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir dalam

persidangan sebagaimana perintah Majelis Hakim tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat  telah  menyatakan  mencukupkan

keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan

semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan

antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  berdasarkan  Pasal  49  huruf  (a)

Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara  a quo

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang  bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum

Pengadilan  Agama  Tanjung  Redeb,  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1)

Kompilasi  Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang

mengadili perkara ini; 
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Menimbang  bahwa  Penggugat  mendalilkan  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan Tanjung  Palas,  Kabupaten  Bulungan,  dengan

demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai

gugat ini;

Menimbang  bahwa pada hari  sidang  yang telah  ditentukan Penggugat

telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk

datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan

patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang

sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang

jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, telah dipanggil dengan resmi dan

patut pada tanggal  06 Oktober 2016  dan tanggal  07 Nopember 2016 melalui

media  massa  (Radio  Al-Hikmah  Kabupaten  Berau) maupun  melalui  papan

pengumuman  Pengadilan  Agama  Tanjung  Redeb, maka  hal  ini  telah  sesuai

dengan ketentuan Pasal  27 ayat  (1)  dan (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis  Hakim dalam persidangan perkara  ini  telah

berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata  Tergugat  walaupun telah  dipanggil  dengan

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak

pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap,

dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah.

Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun

tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149

ayat (1) RBg;
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Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon

agar Majelis Hakim menjatuhkan  talak satu bain sugra dari Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil

sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada

pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pertengkaran  dengan  sebab-sebab  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam surat

gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan

bahwa sejak bulan Desember 2015 hingga saat diajukannya perkara ini antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat  tinggal  dan  tidak  kumpul

layaknya suami-isteri selama delapan bulan; 

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  yang  diajukan  oleh  Penggugat  adalah

berupa  Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor :  263/07/VI/08  yang  telah

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan

aslinya (bukti P). Sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat berjumlah 1

(satu) orang bernama Saksi I, telah dewasa, memberikan keterangan di depan

persidangan  dan  di  bawah  sumpah  menurut  agamanya,  sehingga  oleh

karenanya bukti-bukti  tersebut  secara formil  dapat diterima sebagai  alat  bukti

dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi  Buku Kutipan Akta

Nikah Nomor : 263/07/VI/08, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas,

Kabupaten Bulungan, pada tanggal 04 Juni 2008, maka berdasarkan Pasal 285

RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat.  Dengan  demikian  berdasarkan  bukti  P  harus

dinyatakan  terbukti  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;
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Menimbang  bahwa  selain  bukti  surat  tersebut,  Penggugat  dalam

persidangan juga telah menghadirkan satu orang saksi bernama Saksi I yang

telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk

perkara ini dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi-

saksi lainnya;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  Penggugat  hanya  sanggup

menghadirkan satu orang saksi tersebut dan tidak sanggup lagi menghadirkan

saksi-saksi  yang  lain  untuk  melengkapi  keterangannya,  maka   berdasarkan

ketentuan Pasal 306 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti satu saksi

Penggugat  tersebut  belum  mencapai  batas  minimal  pembuktian  dan  hanya

dapat  dinilai  sebagai  bukti  permulaan,  oleh karenanya masih dibutuhkan alat

bukti lain untuk melengkapinya;

Menimbang  bahwa  untuk  melengkapi  bukti  satu  saksi  Penggugat

tersebut,  maka  atas  perintah  Majelis  Hakim,  Penggugat  telah  mengangkat

sumpah supletoir di depan persidangan sebagaimana yang telah tertuang dalam

Putusan Sela pada tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg., dan Pasal

314 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi Penggugat

dan ditambah dengan sumpah supletoir  Penggugat  tersebut,  telah memenuhi

syarat sebagai alat bukti yang cukup, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut

dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan surat  gugatan  Penggugat,  dan semua

alat  bukti  yang  telah  diajukan  oleh  Penggugat,  baik  bukti  surat,  saksi,  dan

sumpah supletoir, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri

yang sah;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal

bersama di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua

orang anak;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
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selama kurang lebih satu tahun, Penggugat tinggal sendiri di rumah majikan

Penggugat di Jalan Pulau Panjang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menemui Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang

jelas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut,  maka

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perkara  a  quo telah  sesuai  dengan

Yurisprudensi  MARI  No.  379  K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997,  yang

mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal

serumah lagi  dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,  maka

rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal

19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari

sikap Penggugat  sejak  diajukan perkara  ini  hingga akhir  proses persidangan

tidak  terjadi  adanya  perubahan  sikap  untuk  rukun  kembali  membina  rumah

tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam

kehidupan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak ada lagi  rasa

saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara

Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat

bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah

terbukti adanya;

Menimbang  bahwa  tujuan  perkawinan dalam  al-Qur’an  adalah  untuk

membentuk  keluarga  yang  tenteram dan  bahagia,  sebagaimana  firman  Allah

SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu

istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa

tentram kepadanya  dan  dijadikan-Nya  diantara  kamu  rasa  kasih  dan

sayang.  Sesungguhnya pada yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
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dan  begitu  pula  tujuan  perkawinan  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang

Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal  1 disebutkan bahwa

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang  bahwa dengan  telah  terbukti  tidak  rukun  dan  tidak

harmonisnya  rumah  tangga Penggugat  dan  Tergugat,  hal  ini  menunjukkan

bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur’an dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim

berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak

diceraikan dapat  mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir  dan

batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat

dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

No.  9  tahun  1975  dan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  telah

terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama,  maka  Panitera  Pengadilan

Agama  Tanjung  Redeb  diperintahkan  untuk  mengirimkan  salinan  Putusan

perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan  dilangsungkan  untuk  dicatat  dalam  daftar  yang  telah  disediakan

untuk itu;

Menimbang bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89  ayat  (1) Undang-undang No. 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3
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tahun  2006 dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-undang  nomor  50  tahun

2009,  maka  semua biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sugra  Tergugat,

Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung

Redeb  untuk  mengirimkan salinan  putusan ini  setelah  berkekuatan hukum

tetap  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya  meliputi  tempat

tinggal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  di

tempat  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan  untuk  dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat

yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini  dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari  Rabu tanggal  22 Februari  2017

Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah. Oleh kami

Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai  Ketua Majelis, H. Helman Fajry,

S.HI.,  M.HI.,  dan Imam Safi’i,  S.HI., masing-masing sebagai  Hakim Anggota.

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim

Anggota  tersebut  dan  dibantu  Suhaimi  Rahman,  S.HI.,  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota,

 H. HELMAN FAJRY, S.HI, M.HI.

Ketua Majelis,

   MUHAMMAD IQBAL, S.HI, S.H, M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI’I, S.HI.

Panitera Pengganti,

SUHAIMI RAHMAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp   30.000,00

2. Biaya Proses : Rp   50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp     5.000,00

5.   Biaya   M  e  terai                              : Rp         6.000,  00  

   Jumlah                      Rp 491.000,00 

   (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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